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Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan 

Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Indonesia 

Palmira Permata Bachtiar, Ana Rosidha Tamyis, Wiwin Purbaningrum, Fitri Ayunisa, dan Asri Yusrina 

 

Studi baseline (awalan) Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) 

bertujuan menganalisis kapasitas kelembagaan organisasi masyarakat sipil (OMS) dan relasi eksternal 

mereka dengan pemerintah provinsi (pemprov) dalam kolaborasi multipemangku kepentingan untuk 

mengarusutamakan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI). Studi ini menggunakan 

metode kuantitatif dan kualitatif di enam provinsi SKALA, yaitu Aceh, Kalimantan Utara, Gorontalo, 

Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Hasil studi menunjukkan bahwa 

pengarusutamaan GEDSI masih menghadapi hambatan struktural yang berasal dari koordinasi yang 

terfragmentasi sehingga menimbulkan masalah dalam pelaksanaan kebijakan. Studi ini juga 

mengungkapkan bahwa partisipasi OMS dalam perencanaan formal di tingkat provinsi masih terbatas 

meskipun terdapat regulasi nasional yang menjamin keterlibatan OMS dalam proses perencanaan 

daerah. Selain itu, studi ini menemukan bahwa banyak OMS mampu memberikan kontribusi pada 

perumusan kebijakan dan regulasi GEDSI dengan memanfaatkan pengalaman, keahlian, dan 

pengetahuan regulasi mereka. Dalam hal survei kepercayaan dan keyakinan, studi ini menunjukkan 

tingkat kepercayaan OMS terhadap pemerintah provinsi yang secara umum cukup positif. 

 

Kata kunci:  OMS, pemerintah provinsi, multipemangku kepentingan, kolaborasi, perencanaan dan 

penganggaran 
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Ýʂηʂ☻Ĵˋ͊˱ʂ͊ηʂΚ 
Kementerian PPN/Bappenas 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena Laporan Akhir Studi Baseline Kolaborasi 

Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di 

Indonesia ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak memandang 

pentingnya melaksanakan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam seluruh proses pembangunan di 

tingkat pusat dan daerah, sebagaimana telah dimandatkan di dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. 

Mandat tersebut menegaskan bahwa pembangunan yang inklusif dan berkeadilan hanya dapat dicapai apabila 

seluruh kelompok masyarakat memperoleh akses, kesempatan, dan manfaat yang setara, serta dapat 

berpartisipasi secara bermakna dalam pembangunan. Sejalan dengan mandat tersebut, diperlukan 

pemahaman yang kuat mengenai kondisi aktual kolaborasi multipemangku kepentingan sebagai fondasi untuk 

memperkuat implementasi strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di berbagai tingkatan 

pemerintahan. 

Kajian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi kolaborasi antara jaringan 

organisasi masyarakat sipil (OMS) pegiat GEDSI dan pemerintah provinsi, termasuk tingkat kepercayaan dan 

keyakinan antarpemangku kepentingan. Melalui potret empiris mengenai situasi, tantangan, dan peluang yang 

memengaruhi kerja kolaborasi dalam mendorong pelayanan dasar yang lebih responsif gender dan inklusif 

bagi kelompok rentan, hasil kajian ini diharapkan tidak hanya menjadi masukan bagi Kementerian 

PPN/Bappenas dalam merumuskan arah kebijakan nasional, tetapi juga menjadi rujukan bagi 

kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, serta OMS dalam memperkuat upaya 

kolaboratif menuju pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.  

Kami meyakini bahwa data dan temuan baseline ini akan memperkuat perumusan langkah strategis ke depan 

dalam pengembangan layanan dasar yang responsif gender dan inklusif, serta mendorong lahirnya kebijakan 

dan program pembangunan yang berbasis bukti di tingkat nasional dan daerah. 

Sebagai penutup, kami menyampaikan apresiasi kepada SKALA yang telah memfasilitasi pelaksanaan studi, 

SMERU Research Institute sebagai pelaksana, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan. Semoga 

laporan ini dapat menjadi pijakan penting dalam mempercepat transformasi pelayanan dasar daerah yang lebih 

adil, setara, dan inklusif bagi seluruh masyarakat. 

 

 

Qurrota A`yun 

Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak.
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Ýʂηʂ☻Ĵˋ͊˱ʂ͊ηʂΚ 
Program SKALA 

 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya Laporan Akhir Studi Baseline 

Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi 

Sosial (GEDSI) di Indonesia. Studi ini diselenggarakan oleh Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan 

Anak (KPPA), Kementerian PPN/Bappenas melalui dukungan Program SKALA, serta dilaksanakan oleh SMERU 

Research Institute sebagai mitra pelaksana penelitian. 

Studi baseline ini disusun untuk memperkuat tata kelola pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. 

Pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) membutuhkan dukungan 

kelembagaan yang kuat serta kolaborasi yang saling melengkapi antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, 

dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Melalui kajian ini, kondisi awal ekosistem kolaborasi tersebut 

dipetakan untuk mengidentifikasi peluang strategis dalam memperkuat sinergi perencanaan dan 

penganggaran inklusif di tingkat nasional maupun subnasional. 

Hasil studi menunjukkan bahwa kerangka regulasi terkait GEDSI terus mengalami penguatan di berbagai 

provinsi, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah tantanganτmulai dari kapasitas kelembagaan 

yang belum merata, keterbatasan data yang komprehensif dan dapat diandalkan, hingga kualitas ruang 

partisipasi yang belum sepenuhnya inklusif bagi kelompok rentan. Pada saat yang sama, organisasi masyarakat 

sipil memainkan peran penting dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan proses kebijakan, meskipun 

mereka juga menghadapi variasi kapasitas dan ketersediaan sumber daya. 

Temuan ini menegaskan bahwa kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan jaringan masyarakat 

sipil memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, memperkuat 

akuntabilitas layanan publik, serta memastikan bahwa suara kelompok rentan dapat terakomodasi secara lebih 

bermakna. Dengan semakin terbukanya ruang partisipasi dan berkembangnya inisiatif advokasi lokal, terdapat 

peluang untuk membangun mekanisme kolaboratif yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis bukti. 

Semoga studi ini dapat menjadi rujukan penting bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat 

kemitraan strategis menuju pembangunan yang lebih inklusif, sekaligus mendorong terciptanya dialog yang 

konstruktif, peningkatan kapasitas bersama, dan model-model kolaborasi untuk mempercepat transformasi 

layanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Hormat kami, 

 

Petrarca Karetji 

Team Leader, Program SKALA 
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ļʂ͊˱̪ΰʂ͊☻e̪Ωˋ̪υη̍˯ 

Organisasi masyarakat sipil (OMS) merupakan aktor penting dalam mendorong proses perencanaan 

dan penganggaran yang inklusif. Proses ini sering dimanfaatkan oleh kelompok marginal dan rentan 

untuk menyuarakan aspirasi dan perspektif mereka. Oleh karena itu, membangun kemitraan yang 

efektif antara OMS dan lembaga pemerintah sangat penting agar keterlibatan bermakna mereka 

tecermin dalam proses perencanaan dan penganggaran. 

Meski kemitraan mungkin tampak bertentangan dengan peran OMS sebagai pengawas akuntabilitas, 

kepercayaan sering disebut dalam literatur mengenai OMS dan tata kelola sebagai komponen kunci 

kemitraan efektif dengan pemerintah. OMS adalah aktor kunci dalam memperjuangkan hak, 

kebutuhan, dan kepentingan kelompok marginal. Mereka juga memiliki posisi yang unik untuk dapat 

terhubung dengan masyarakat dan meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu penting. Keterlibatan 

yang efektif antara OMS dan lembaga pemerintah d alam mendorong perencanaan dan 

penganggaran inklusif memerlukan kepercayaan dan keyakinan timbal balik. Hal ini juga menuntut 

sejumlah kapasitas dan keterampilan yang disesuaikan dengan konteks spesifik tersebut. 

Studi baseline (awalan) yang ditugaskan oleh Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar 

(SKALA) ini merupakan bagian dari fokus End of Program Outcomes (EOPO) 3 SKALA yang 

menitikberatkan pada peningkatan partisipasi, representasi, dan pengaruh perempuan, penyandang 

disabilitas, dan kelompok rentan lain. Studi ini bertujuan menjawab pertanyaan utama: bagaimana 

SKALA dapat menyempurnakan strateginya untuk meningkatkan kapasitas OMS dalam membangun 

keterlibatan bermakna dengan pemerintah subnasiona l? Keterlibatan ini penting untuk 

mengarusutamakan isu strategis kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) dalam 

perencanaan dan penganggaran. Secara spesifik, studi ini bertujuan (i) mengukur sejauh mana OMS 

GEDSI mampu melakukan advokasi berkualitas untuk pengarusutamaan GEDSI dalam perencanaan 

dan penganggaran di tingkat provinsi; (ii) mengukur tingkat kepercayaan dan keyakinan antara 

pemerintah provinsi (pemprov) dan OMS; dan (iii) memberikan rekomendasi untuk meningkatkan 

kapasitas OMS GEDSI agar advokasi lebih baik dan kolaborasi dengan pemerintah subnasional lebih 

efektif. 

Studi ini menggunakan kerangka analisis yang mengeksplorasi kapasitas internal dan relasi eksternal 

OMS untuk menangkap secara komprehensif kapasitas mereka dalam memengaruhi perencanaan 

dan penganggaran daerah. Penelitian ini dirancang dengan pendekatan metode campuran (mixed 

method) yang memanfaatkan metode kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk 

memberikan analisis situasional kapasitas OMS dan keterlibatan advokasinya dengan pemerintah. 

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menyediakan informasi baseline tentang keadaan terkini 

hubungan timbal balik antara OMS dan pemerintah. 

Studi ini melibatkan aktor kunci di tingkat nasional dan enam provinsi SKALA, yaitu Aceh, Nusa 

Tenggaran Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara (Kaltara), Gorontalo, dan Maluku. 
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Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka (desk review), wawancara mendalam, diskusi kelompok 

terfokus (FGD), dan survei, sebagaimana telah ditetapkan di awal oleh SKALA. Kegiatan pengumpulan 

data terutama berlangsung di ibu kota provinsi, tempat seluruh dinas pemerintah berada. Untuk 

wawancara dengan OMS, pengumpulan data difokuskan pada OMS yang berbasis di ibu kota provinsi. 

Selama dua dekade terakhir, tata kelola kelembagaan GEDSI di Indonesia telah mengalami 

transformasi signifikan. Pengarusutamaan GEDSI, yang secara formal diamanatkan melalui Instruksi 

Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, telah 

menjadi langkah dasar bagi pengembangan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender 

melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG) yang resmi 

dilembagakan pada 2012. Selanjutnya, Stranas PPRG diperbarui menjadi Strategi Nasional Percepatan 

Pengarusutamaan Gender (Stranas PUG) pada 2020 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (KemenPPPA). Serangkaian regulasi pendukung, termasuk peraturan menteri dan 

surat keputusan bersama, secara bertahap melembagakan integrasi gender di tingkat nasional dan 

daerah. Baru-baru ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025ς2029 dan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025ς2045 menandai pergeseran penting 

menuju pendekatan yang lebih inklusif melalui integrasi gender dan inklusi sosial dalam kerangka 

terpadu pengarusutamaan gender dan inklusi sosial (PUGIS).  

Meskipun pengarusutamaan gender telah secara formal terintegrasi dalam berbagai kerangka 

kebijakan nasional dan dipandu oleh banyak rencana strategis selama bertahun -tahun, 

penerjemahannya ke dalam regulasi di tingkat daerah masih terbatas dan tidak merata antarwilayah. 

Studi ini menunjukkan bahwa beberapa provinsi telah mengadopsi regulasi yang komprehensif, 

terutama terkait pengarusutamaan gender dan hak penyandang disabilitas. Namun, banyak provinsi 

masih kekurangan instrumen hukum dan rencana aksi yang memadai, khususnya terkait isu lanjut usia 

(lansia). Meski banyak kementerian telah berupaya memperkuat kerangka kelembagaan dan 

mendorong perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, sejumlah tantangan struktural 

tetap ada, seperti kurangnya data terpilah; keterbatasan kapasitas dalam perencanaan, penganggaran, 

dan pelaksanaan pengarusutamaan GEDSI; minimnya komitmen pemerintah daerah (pemda); serta 

koordinasi yang terfragmentasi antarinstansi pemerintah. Oleh karena itu, mengatasi kesenjangan ini 

sangat penting agar prinsip GEDSI tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga dipahami dan 

dilaksanakan secara efektif di seluruh tingkatan tata kelola di Indonesia. 

OMS Indonesia telah memainkan peran signifikan sepanjang sejarah Indonesia, bahkan sebelum 

negara ini merdeka. Namun, kerangka regulasi yang mengatur OMS sangat dipolitisasi di berbagai 

rezim politikτdari Orde Lama, Orde Baru hingga era pascareformasi. Baru-baru ini, upaya untuk 

memusatkan kendali atas OMS domestik maupun OMS asing telah menghadirkan kewajiban dan 

larangan yang berisiko menyebabkan pembubaran OMS. Data akurat tentang OMS masih sulit 

diperolah, antara lain, karena banyak kelompok informal memilih untuk tidak mendaftarkan diri. Selain 

itu, data tersebut terfragmentasi dan dikelola secara terpisah oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia (Kemenkumham) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tipologi dasar 

membedakan OMS sebagai organisasi berbasis keanggotaan atau nonkeanggotaan. 
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Literatur mengidentifikasi berbagai peran OMS, tetapi studi ini hanya berfokus pada tiga peran utama: 

advokasi kebijakan publik, kontrol sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut tidak 

saling eksklusif; artinya, sebuah OMS dapat menjalankan satu atau beberapa fungsi sekaligus. Strategi 

advokasi yang digunakan OMS dibentuk oleh peran-peran ini. Selain itu, kolaborasi yang kuat antara 

OMS dan pemerintah dianggap penting untuk memajukan demokrasi. Berdasarkan bukti dari enam 

provinsi, studi ini mengusulkan empat model kolaborasi antara OMS dan pemerintah subnasional. 

Berdasarkan regulasi yang ada, masyarakatτtermasuk OMSτsecara hukum berhak berpartisipasi 

dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Dalam proses perencanaan, 

OMS dapat berkontribusi melalui beberapa saluran, yaitu forum konsultasi publik (FKP), musyawarah 

perencanaan pembangunan (musrenbang), forum organisasi perangkat daerah (OPD), dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). OMS dapat berpartisipasi melalui saluran ini apabila menerima 

undangan dari pemda. Dalam proses penganggaran, regulasi yang ada juga mengakui hak publik 

untuk berpartisipasi dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS). Regulasi juga memastikan akses terhadap dokumen perencanaan dan 

penganggaran. Namun, temuan studi menunjukkan bahwa partisipasi OMS dalam FKP dan 

musrenbang di tingkat provinsi masih terbatas dan umumnya dibatasi hanya untuk OMS yang diakui 

pemerintah. Pola serupa terlihat dalam partisipasi OMS di forum OPD dan penyusunan KLHS. 

Keterlibatan OMS sering dianggap prosedural, bukan substantif, karena pertimbangan teknokratik dan 

politis mendominasi proses perencanaan dan penganggaran. Tidak ada OMS yang terlibat dalam 

proses penganggaran di semua lokasi studi. Pemerintah memandang penyusunan anggaran daerah 

sebagai ranah eksklusif eksekutif dan legislatif. Studi ini juga menemukan bahwa OMS memiliki akses 

yang sangat terbatas terhadap dokumen perencanaan dan anggaran di tingkat provinsi. Dokumen 

rancangan perencanaan daerah dibatasi hanya untuk OMS yang diundang dan berpartisipasi dalam 

FKP atau musrenbang, sedangkan dokumen rancangan anggaran tidak dapat diakses OMS. Publik 

dapat mengakses dokumen perencanaan dan anggaran yang telah disahkan. Namun, aksesibilitas, 

kelengkapan, dan ketepatan waktu dokumen tersebut sangat bervariasi antarprovinsi. 

Pemprov menghadapi sejumlah tantangan dalam mengimplementasikan rekomendasi OMS. 

Tantangan tersebut berasal dari kondisi internal pemerintahan, termasuk keterbatasan fiskal dan 

anggaran, pemahaman yang terbatas mengenai isu GEDSI di kalangan staf pemda, serta kurangnya 

kolaborasi lintas sektor dalam pengarusutamaan GEDSI. Di sisi OMS, hambatan yang muncul antara 

lain adalah ketidaksesuaian antara rekomendasi OMS dan target pembangunan daerah. Selain itu, 

tantangan tata kelola juga masih terjadi, khususnya terkait pembagian kewenangan antara pemprov 

dan pemerintah kabupaten/kota, serta hambatan regulasi dalam mengarusutamakan GEDSI dan 

mendorong musrenbang inklusif.  

Meskipun hubungan antara OMS dan pemprov menunjukkan dinamika yang beragam, hasil survei 

mengindikasikan tingkat kepercayaan OMS terhadap pemprov yang secara umum cukup positif. 

Survei juga menunjukkan tingkat kepuasan yang baik terhadap layanan pendidikan dan kesehatan 

untuk kelompok marginal, sementara menyoroti sejumlah hal yang perlu diperbaiki terkait 

infrastruktur publik. Sebagian besar OMS menunjukkan tingkat keyakinan yang kuat terhadap 
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keterbukaan pemprov dalam menerima masukan selama proses perencanaan dan kesediaannya 

untuk berkolaborasi dalam pengarusutamaan GEDSI dalam perencanaan pembangunan. Keyakinan 

ini terutama disebabkan oleh interaksi positif yang terjalin, mengingat pemerintah merespons 

rekomendasi OMS secara konstruktif. Namun, data kualitatif menunjukkan bahwa keputusan akhir 

bergantung pada ketersediaan anggaran, kesesuaian dengan kebijakan, kewenangan pemda, dan 

prioritas daerah. Selain itu, beberapa OMS menunjukkan penurunan tingkat keyakinan terhadap niat 

kolaborasi pemerintah, terutama terkait pendanaan. OMS berpendapat bahwa meskipun pemprov 

mendukung OMS, sering kali tidak tersedia alokasi anggaran untuk kolaborasi tersebut. 

Sebagai kesimpulan, studi ini memberikan sejumlah rekomendasi dari setiap temuan penting. 

Pertama, studi menemukan bahwa pengarusutamaan GEDSI masih menghadapi hambatan struktural 

yang berasal dari koordinasi yang terfragmentasi; hal ini menyebabkan masalah dalam pelaksanaan 

kebijakan. Oleh karena itu, pemprov harus terus mengembangkan rencana aksi daerah terkait gender, 

disabilitas, dan lansia. SKALA dapat mendukung pemprov dengan menawarkan bantuan teknis untuk 

meningkatkan kapasitas pembuatan kebijakan yang inklusif dan berbasis bukti. 

Kedua, studi ini menemukan bahwa partisipasi OMS dalam perencanaan formal di tingkat provinsi 

masih terbatas meskipun ada regulasi nasional yang menjamin keterlibatan OMS dalam proses 

perencanaan daerah. Jika SKALA berniat memanfaatkan keterlibatan OMS di tingkat provinsi dan 

mendukung kontribusi bermakna OMS dalam proses perencanaan formal, SKALA harus mendorong 

kolaborasi antara OMS dan pembuat kebijakan provinsi dengan membangun dialog rutin dalam 

jaringan OMS-pemerintah. Demi kepentingan pemprov dalam melakukan proses perencanaan dan 

penganggaran yang berkualitas, pemprov harus menerbitkan dan menyebarkan dokumen publik, 

termasuk dokumen perencanaan dan anggaran, data terpilah tentang GEDSI, dan regulasi terkait 

GEDSI, di platform-platform yang mudah diakses. 

Ketiga, studi ini menemukan bahwa banyak OMS telah menunjukkan kapasitas internal yang kuat 

untuk advokasi berkualitas dengan memanfaatkan pengalaman, keahlian, dan pengetahuan regulasi 

mereka untuk memengaruhi kebijakan terkait GEDSI. Pemprov harus mengembangkan pemetaan 

komprehensif terhadap OMS GEDSI serta keahlian spesifik mereka. Untuk mengatasi permasalahan 

kapasitas OMS, SKALA harus mendukung dan memperluas dampak upaya advokasi dengan 

mendukung jejaring OMS tempat para aktor pembangunan, seperti mitra pembangunan, lembaga 

filantropi, dan institusi keagamaan, terlibat untuk memberikan dukungan bagi inisiatif OMS. 
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I. Pendahuluan  

1.1. Latar Belakang  

Organisasi masyarakat sipil (OMS) memainkan peran penting dalam mendorong proses perencanaan 

dan penganggaran yang inklusif karena proses tersebut sering digunakan oleh kelompok marginal 

dan rentan untuk menyuarakan aspirasi serta perspektif mereka (Munene dan Thakhathi, 2017). Oleh 

karena itu, membangun kemitraan yang efektif antara OMS dan lembaga pemerintah sangat penting 

untuk memastikan agar keterlibatan bermakna mereka tecermin dalam proses perencanaan dan 

penganggaran. Meskipun kemitraan mungkin tampak bertentangan dengan peran OMS sebagai 

pengawas akuntabilitas, literatur mengenai OMS dan tata kelola sering kali menyebutkan bahwa 

kepercayaan merupakan dasar dalam menjamin kemitraan yang efektif antara OMS dan pemerintah 

(Van Wessel et al., 2020).  

Meskipun OMS berperan penting dalam pembangunan inklusif, mereka sering menghadapi 

tantangan terkait kapasitas kelembagaan dan keberlanjutan. Banyak OMS mengalami kesulitan 

dengan keterbatasan sumber daya, termasuk pendanaan dan keahlian, yang dapat menghambat 

kemampuan mereka untuk secara efektif mengadvokasi perencanaan dan penganggaran yang 

inklusif (OECD, 2020). Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan dukungan berkelanjutan dan 

investasi berupa upaya peningkatan kapasitas, serta kemitraan dengan lembaga pemerintah dan 

pemanfaatan jejaring OMS. Memperkuat OMS dengan meningkatkan kapasitas mereka untuk terlibat 

dalam proses perencanaan dan penganggaran yang inklusif dapat berkontribusi pada penciptaan 

masyarakat yang adil dan berkelanjutan. 

OMS adalah aktor kunci dalam mengadvokasi hak, kebutuhan, dan kepentingan kelompok marginal. 

Mereka juga memiliki posisi unik untuk dapat terhubung dengan masyarakat dan meningkatkan 

kesadaran terhadap isu-isu penting (UNDP1, 2013). Keterlibatan efektif OMS dengan lembaga 

pemerintah untuk mendorong perencanaan dan penganggaran yang inklusif memerlukan adanya 

kepercayaan dan keyakinan antara kedua belah pihak, serta sejumlah kapasitas dan keterampilan yang 

disesuaikan dengan konteks tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji berbagai faktor yang 

memengaruhi tingkat kepercayaan dan keyakinan antara OMS dan lembaga pemerintah, serta 

kapasitas OMS dalam melakukan advokasi yang berkualitas. Dalam konteks bagaimana OMS dapat 

mengadvokasi pemerintah secara optimal dalam proses pembangunan, terutama dalam hal 

perencanaan dan penganggaran, studi ini berfokus pada hubungan antara OMS dan pemerintah. 

Studi baseline (awalan) yang ditugaskan oleh Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar 

(SKALA) ini merupakan bagian dari fokus End of Program Outcomes (EOPO) 3 SKALA yang 

menitikberatkan pada peningkatan partisipasi, representasi, dan pengaruh perempuan, penyandang 
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disabilitas, dan kelompok rentan lain. Studi ini bertujuan menjawab pertanyaan utama tentang 

bagaimana SKALA dapat menyempurnakan strateginya untuk meningkatkan kapasitas OMS dalam 

membangun keterlibatan bermakna dengan pemerintah subnasional guna mengarusutamakan isu 

strategis kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) dalam perencanaan dan 

penganggaran. Secara khusus, studi ini dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 

1. Sejauh mana OMS GEDSI mampu melakukan advokasi berkualitas untuk mengarusutamakan 

GEDSI dalam perencanaan dan penganggaran provinsi?  

a. Bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang mereka miliki 

mendukung mereka dalam membangun keterlibatan efektif dengan lembaga 

pemerintah? 

b. Apa saja kesenjangan kapasitas teknis di antara OMS GEDSI terkait pemanfaatan dan 

analisis data terpilah berdasarkan gender? 

c. Faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas kolaborasi dan kemitraan antara OMS 

GEDSI dan pemerintah provinsi (pemprov)? 

2. Seberapa besar tingkat kepercayaan dan keyakinan antara pemprov dan perwakilan OMS 

GEDSI?  

a. Faktor apa saja yang memengaruhi tingkat kepercayaan dan keyakinan antara kedua 

belah pihak? 

b. Dengan tingkat kepercayaan saat ini antara kedua belah pihak, seberapa besar 

kemungkinan mereka dapat berkolaborasi secara efektif dalam mengarusutamakan isu 

strategis GEDSI dalam perencanaan dan penganggaran subnasional? 

3. Rekomendasi apa yang dapat diberikan guna meningkatkan kapasitas OMS GEDSI untuk 

advokasi yang lebih baik dan kolaborasi yang lebih efektif dengan pemerintah subnasional 

dalam mengarusutamakan isu strategis GEDSI dalam perencanaan dan penganggaran? 

1.2. Kerangka Penelitian dan Pendekatan Metodologis 

Untuk menangkap secara komprehensif kapasitas OMS dalam memengaruhi perencanaan dan 

penganggaran daerah, studi ini mengeksplorasi dua aspek kapasitas kelembagaan, yaitu kapasitas 

internal dan relasi eksternal (Figure 1). Untuk mengadvokasi kepentingan OMS terhadap pemerintah, 

ha{ ƘŀǊǳǎ ƳŀƳǇǳ ƳŜƴŀǾƛƎŀǎƛ ǎƛǎǘŜƳ ΨƭǳƴŀƪΩ ȅŀƴƎ ŘƛōŀƴƎǳƴ ŀǘŀǎ ŘŀǎŀǊ ǎŀƭƛƴƎ ǇŜǊŎŀȅŀ Řŀƴ ƪŜȅŀƪƛƴŀƴ 

terhadap lembaga, serta memanfaatkan jejaring dan aksi kolektif yang ada guna memberikan tekanan 

yang cukup untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan (Chandranshu, Regenmortel, dan 

Twagilimana, 2023).  

Fondasi kolaborasi atau kemitraan yang efektif antara OMS dan pemerintah tumbuh dari proses 

pembelajaran untuk mencari titik temu bersama yang pada akhirnya akan ditransfer ke dalam sistem 

ΨƪŜǊŀǎΩΣ ȅŀƛǘǳ ǇƭŀǘŦƻǊƳ ǳƴǘǳƪ ǇǊƻǎŜǎ ƪŜōƛƧŀƪŀƴ ǇŀǊǘƛǎƛǇŀǘƻǊƛǎ ȅŀƴƎ formal, eksplisit, dan teregulasi, 

sehingga menciptakan peluang untuk kemitraan bersama (Blagescu dan Young, 2006). Kompetensi 



 

ˡʕ  
 

terkait keterlibatan advokasi dengan pemerintah serta jejaring berada di bawah tema relasi eksternal 

dalam penelitian ini.  

 

Gambar 1. Cakupan Asesmen Situasional 

 

Sumber: olahan penulis 

 

metode kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memberikan analisis situasi 

kapasitas OMS dan keterlibatan advokasinya dengan pemerintah. Sementara itu, pendekatan 

kuantitatif digunakan untuk menyediakan informasi baseline mengenai kondisi terkini hubungan 

timbal balik antara OMS dan pemerintah. 

Studi ini mengadopsi definisi kepercayaan (trust) dan keyakinan (confidence) dari Earle dan Siegrist 

όнллсΥ оусύΦ aŜǊŜƪŀ ƳŜƴȅŀǘŀƪŀƴΣ ά¢Ǌǳǎǘ ŀŘŀƭŀƘ ƪŜƳŀǳŀƴ ǳƴǘǳƪ ƳŜƳōǳŀǘ ŘƛǊƛ ǎŜƴŘƛǊƛ ǊŜƴǘŀƴ ǘŜǊƘŀŘŀǇ 

pihak lain berdasarkan penilaian atas kesamaan niat atau nƛƭŀƛΦέ {ŜƳŜƴǘŀǊŀ ƛǘǳΣ ά/ƻƴŦƛŘŜƴŎŜ ŀŘŀƭŀƘ 

keyakinanτatas dasar pengalaman atau buktiτbahwa peristiwa di masa depan akan terjadi sesuai 

ŘŜƴƎŀƴ ȅŀƴƎ ŘƛƘŀǊŀǇƪŀƴΦέ /ƻƴŦƛŘŜƴŎŜκƪŜȅŀƪƛƴŀƴ ŘƛǇŀƪŀƛ ǳƴǘǳƪ ƳŜƴŜƴǘǳƪŀƴ ǎǘŀƴŘŀǊ ŀǘŀǳ ǘƻƭƻƪ ǳƪǳǊ 

tertentu yang digunakan dal am menilai kinerja. Berdasarkan kerangka ini, skor kepercayaan 

dikumpulkan melalui survei kuantitatif, sedangkan skor keyakinan diperoleh dari pengumpulan data 

kualitatif, di mana responden dapat menjelaskan alasan di balik skor yang mereka berikan. 

Secara operasional, studi ini melibatkan aktor-aktor kunci di tingkat nasional dan dari enam provinsi 

SKALA, yaitu Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara (Kaltara), 

Gorontalo, dan Maluku. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka (desk review), 

wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan survei, sebagaimana telah ditentukan 

oleh SKALA. Secara total, ada 266 orang yang terlibat dalam stud ini (tabel 1). Kegiatan pengumpulan 

data terutama dilakukan di ibu kota provinsi, tempat seluruh kantor pemerintahan berada. Untuk 

wawancara dengan OMS, pengumpulan data difokuskan pada OMS yang berbasis di ibu kota provinsi. 
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Tabel 1. Daftar informan dan responden 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Research team analysis 

 

1.2.1 Pengumpulan Data Kualitatif  

Pengumpulan data kualitatif menggunakan lebih dari satu metode untuk memastikan agar data 

tervalidasi melalui triangulasi. Dengan merancang pertanyaan yang sama untuk dua metode 

pengumpulan data yang berbeda, peneliti dapat memvalidasi akurasi data. Sebagai contoh, beberapa 

pertanyaan penting muncul dalam instrumen wawancara mendalam maupun dalam FGD. Meskipun 

tujuan utama studi ini adalah untuk menangkap hubungan antara OMS dan pemerintah daerah 

(pemda) di tingkat provinsi, wawancara dengan pemangku kepentingan lain di tingkat Pemerintah 

Pusat juga dianggap penting. Pemilihan aktor-aktor kunci dilakukan berdasarkan panduan yang 

disediakan oleh SKALA. 

1.2.2  Pengumpulan Data Kuantitatif  

mengukur tingkat kepercayaan perwakilan OMS GEDSI terhadap pemprov dan (ii) satu lagi untuk 

menilai tingkat kepercayaan pemprov terhadap OMS GEDSI. Desain survei diadaptasi dari survei 

kepercayaan OECD yang mengevaluasi kepercayaan terhadap pemerintah berdasarkan kriteria seperti 

keresponsifan, keandalan, integritas, keterbukaan, dan keadilan. Selain itu, instrumen untuk OMS 

GEDSI juga mengukur tingkat kepuasan terhadap layanan pemerintah serta pengalaman OMS dalam 

berinteraksi dengan pemprov. 

Pengambilan sampel mengikuti pedoman dari SKALA. Di setiap provinsi SKALA, lima OMS GEDSI yang 

merupakan organisasi perempuan, penyandang disabilitas, dan lanjut usia (lansia) dipilih berdasarkan 

konsultasi dengan SKALA dan mitra seperti INKLUSI. Lima organisasi ini mewakili beragam isu GEDSI, 

dengan tiga responden utama (direktur, sekretaris, dan pengurus) dari setiap organisasi. Untuk 

responden dari pemerintah, survei mencakup tiga pejabat dari dinas terkait yang memiliki interaksi 

langsung dengan perwakilan GEDSI..

 
Wawancara 
mendalam 

Survey 

FGD 

Staff pemerintah 
provinsi 

CSO staff 

National level 7    

Aceh 9 16 8 8 

Kaltara 8 15 9 12 

Gorontalo 9 15 9 11 

Maluku 9 15 9 11 

NTB 13 15 8 7 

NTT 11 15 6 11 

Total 66 91 49 60 
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provinsi, termasuk Dinas Sosial, Dinas DP3A, dan BAPPEDA. Selain itu, Program SKALA berkolaborasi 

dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) seperti Rumah Generasi, HWDI dan PERTUNI yang berfokus 

pada isu disabilitas, dan OMS pemerhati Perempuan dan Anak, dan universitas yang ada di provinsi 

Maluku. Kolaborasi yang sedang berlangsung ini sudah dimulai sejak tahun 2024 

 

II. Tata Kelola Kelembagaan GEDSI 
di Indonesia  

2.1 Kebijakan dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender  

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional pertama kali diamanatkan secara resmi 

melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 20002. Namun, baru pada 2010 pengarusutamaan 

gender memperoleh momentum penting dan mulai dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Integrasi pengarusutamaan gender ke dalam dokumen 

perencanaan strategis nasional mendorong terbitnya berbagai regulasi pendukung, termasuk 

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 67 Tahun 20113, Keputusan Bersama Empat 

Menteri Tahun 20124, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5ς1317 Tahun 20235. 

Kerangka hukum ini secara bertahap memperkuat kelembagaan dan pelaksanaan pengarusutamaan 

gender lintas sektor dan tingkatan pemerintahan.  

Beberapa kebijakan di atas kemudian diperkuat oleh tiga regulasi tambahan yang bertujuan 

memberikan perlindungan gender, khususnya bagi perempuan dan anak, yaitu Peraturan Menteri 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 13 Tahun 20216, Undang-Undang (UU) No. 12 

Tahun 20227, Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 20248, dan Permendagri No. 67 Tahun 20119. 

Pengarusutamaan gender secara konsisten tetap menjadi prioritas pembangunan nasional yang 

tecermin dalam berbagai dokumen RPJMN (Lampiran 1). Dalam RPJMN 2025ς2029 dan Rencana 

 

2 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Regulasi ini mewajibkan instansi pemerintah untuk mengadopsi perspektif gender 

dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Namun, regulasi ini belum menjadi bagian dari kerangka hukum nasional. 
3 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di 

Daerah. Peraturan ini menjadi pedoman umum pengarusutamaan gender di daerah dan mendorong pemda untuk membentuk Kelompok Kerja 

Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) di setiap daerah 
4 tentang Anggaran Responsif Gender. Keputusan bersama empat menteri ini memastikan agar penganggaran responsif gender dapat mewujudkan 

alokasi anggaran yang lebih inklusif dan adil bagi semua gender. 
5 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah 
6 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
7 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 
8 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk Perlindungan Perempuan dan Anak di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota 
9 Peraturan ini tetap menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi untuk pengarusutamaan gender di tingkat daerah di Indonesia hingga saat ini. 
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Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025ς2045, pengarusutamaan gender kini mulai 

secara eksplisit dikaitkan dengan inklusi sosial sehingga menghasilkan istilah gabungan yang disebut 

PUGIS (pengarusutamaan gender dan inklusi sosial) (Kotak 1). Dokumen perencanaan terbaru ini 

menandai pergeseran menuju pendekatan yang lebih terintegrasi yang sekaligus menunjukkan 

komitmen negara yang makin kuat terhadap pembangunan manusia yang inklusif dengan 

memastikan tidak ada kelompok rentan yang tertinggal. 

Sebetulnya, konsep inklusi sosial bukan hal yang sepenuhnya baru dalam prioritas pembangunan 

nasional Indonesia. Sejak RPJMN 2010ς2014 hingga RPJMN 2020ς2024, inklusi sosial sering disebut 

dalam konteks peningkatan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dan pemenuhan hak-hak 

kelompok rentan. Namun, inklusi sosial masih kurang menonjol karena arus utama pembangunan 

nasional masih banyak berfokus pada isu gender. Di antara kelompok inklusi sosial, penyandang 

disabilitas mendapatkan perhatian paling besar, disusul oleh meningkatnya perhatian terhadap 

kebutuhan lansia. Meski demikian, masih terdapat kesenjangan besar dalam penerjemahan prioritas 

tersebut ke dalam kebijakan daerah serta dalam memastikan adanya dukungan regulasi yang 

memadai. 

 

Kotak 1. Visabilitas Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial yang Lebih Baik dalam PUGIS 

 
Sumber: analisis tim peneliti 

 

Lebih lanjut, upaya untuk melembagakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan tidak 

hanya terbatas pada agenda prioritas nasional. Komitmen ini makin diperkuat melalui serangkaian 

regulasi teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Hadirnya dokumen RPJMN 2025ς2029 dan RPJPN 2025ς2045 menandai pergeseran penting 

dalam arah kebijakan pembangunan Indonesia dengan secara eksplisit mengintegrasikan 

pengarusutamaan gender dengan inklusi sosial dalam istilah PUGIS (Pengarusutamaan Gender 

dan Inklusi Sosial). Meskipun pengarusutamaan gender telah menjadi fitur konsisten dalam 

dokumen perencanaan nasional sebelumnya, keterkaitannya dengan inklusi sosial sebelumnya 

bersifat implisit atau kurang ditekankan. 

Istilah inklusi sosial ini sebenarnya telah muncul dalam RPJMN 2010ς2014, utamanya dalam 

konteks pemberdayaan sumber daya manusia dan perlindungan hak kelompok rentan. Namun 

demikian, inklusi sosial masih diposisikan sebagai aspek sekunder dibandingkan strategi yang 

berfokus pada gender. Pergeseran dari istilah PUG ke PUGIS mencerminkan komitmen yang 

diperbarui dan lebih luas untuk memastikan bahwa upaya pembangunan mampu menjawab 

kerentanan yang saling beririsan, termasuk yang dihadapi oleh masyarakat adat, penyandang 

disabilitas, dan komunitas terpencil. Sehingga, perkembangan ini menegaskan perhatian 

Indonesia untuk tidak meninggalkan siapa pun dalam agenda pembangunan jangka 

panjangnya 
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(KemenPPPA); regulasi teknis tersebut bertujuan mengoperasionalkan integrasi gender dalam proses 

perencanaan dan penganggaran (Lampiran 2).  

Pada batas tertentu, keberadaan Inpres No. 9 Tahun 2000 merupakan langkah awal yang mendasari 

penyusunan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan 

Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG). Meskipun Stranas PPRG secara resmi ditetapkan 

pada November 2012, pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan 

penganggaran responsif gender sebenarnya sudah dimulai di berbagai daerah sejak 2009. Hal ini 

ditandai dengan pembentukan tim pengarah dan tim teknis pengarusutamaan gender di instansi 

pemda, termasuk di Provinsi Sumatra Utara (Seknas Fitra, 2020). 

Stranas PPRG sendiri secara formal dilembagakan pada 2012 melalui surat edaran bersama empat 

kementerian utama10. Strategi nasional pada periode tersebut menekankan pada (i) integrasi isu 

gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan; (ii) penguatan kerangka 

kelembagaan dan kapasitas SDM di tingkat nasional dan daerah melalui penggunaan alat analisis 

gender, seperti Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS); serta (iii) 

mendorong pembentukan mekanisme pengarusutamaan gender di daerah, termasuk Pokja PUG, 

focal point PUG, dan tim teknis anggaran responsif gender. 

Beberapa tahun setelah Stranas PPRG diperkenalkan, strategi ini diubah namanya dan diluncurkan 

kembali sebagai Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (Stranas PUG) oleh 

KemenPPPA pada 2020. Strategi nasional yang diperbarui ini tidak hanya menegaskan kembali 

komitmen terhadap pencapaian kesetaraan dan keadilan gender, tetapi juga bertujuan 

melembagakan serta meningkatkan kapasitas analisis untuk integrasi gender ke dalam perencanaan 

dan penganggaran pembangunan. Di samping itu, strategi ini juga menekankan pentingnya pemda 

untuk meningkatkan pemanfaatan data terpilah dan memperluas partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender. 

Dengan demikian, pengarusutamaan gender telah dilembagakan sebagai kebijakan nasional selama 

lebih dari dua dekade dan dirumuskan lebih lanjut melalui strategi nasional dari waktu ke waktu untuk 

memperkuat pelaksanaannya di tingkat subnasional. Namun, masih banyak provinsi yang belum 

mengadopsi peraturan daerah (perda) yang komprehensif terkait pengarusutamaan gender 

(Lampiran 3). Hingga saat ini, baru tiga provinsiτNTB, NTT, dan Acehτyang sepenuhnya telah 

memberlakukan sejumlah perda yang mengatur pengarusutamaan gender serta perencanaan dan 

penganggaran yang responsif gender.  

Selain itu, sebagian besar provinsi, termasuk NTB, NTT, Kaltara, Maluku, dan Gorontalo, mengadopsi 

satu perda untuk mengatur berbagai isu sekaligus. Sebagai contoh, NTB mengintegrasikan empat 

peraturan tentang pengarusutamaan gender ke dalam satu perda dan saat ini pembentukan Forum 

Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum Puspa) yang paling mutakhir 

 

10 Termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian 

Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MoWECP). 
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masih dalam proses. Demikian pula, NTT bahkan telah mengonsolidasikan lima peraturan 

pengarusutamaan gender ke dalam satu perda guna menyederhanakan kebijakan terkait gender di 

provinsi tersebut. Sementara itu, baik Kaltara maupun Gorontalo belum membentuk Forum PUSPA. 

Selain itu, hingga saat ini Kaltara dan Maluku juga belum memiliki peraturan terkait Rencana Aksi 

Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG). 

2.2 Tata Kelola Isu Disabilitas dan Lansia 

Isu disabilitas dan lansia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan dan regulasi GEDSI di 

Indonesia. Sejauh ini, terdapat beberapa kementerian yang berperan penting dalam memastikan 

pemenuhan hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas (Tabel 6). Setiap kementerian menjalankan 

peran sentral dalam merancang kebijakan dan program yang inklusif, serta berkoordinasi dengan 

instansi pemerintah terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Isu disabilitas dan lanjut usia juga 

telah berkembang menjadi salah satu prioritas nasional dalam RPJMN dari periode 2010ς2014 hingga 

2025ς2029, sebagaimana dijelaskan di bawah ini. 

2.2.1 Perkembangan Lanskap Kebijakan dalam Kerangka Perencanaan Pembangunan: 

Penyandang Disabilitas  

Dalam RPJMN 2010ς2014, penyandang disabilitas masih disebut dengan istilah yang sudah usang, 

seperti orang cacat. Pada periode ini, penyandang disabilitas dimasukkan ke dalam target 

pembangunan ekonomi yang berkeadilan, meskipun fokusnya masih terbatas pada bantuan sosial 

dalam program pengentasan kaum miskin. Namun, perhatian terhadap isu disabilitas dan lansia tetap 

terbatas karena tujuan pembangunan cenderung lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur 

daripada inklusi sosial. 

Perubahan mulai terlihat dalam RPJMN 2015ς2019 yang ditandai dengan perubahan terminologi 

menjadi penyandang disabilitas. Pada periode ini, pengakuan terhadap hambatan kerja yang dihadapi 

oleh penyandang disabilitas dan lansia yang bekerja di sektor formal maupun informal mulai 

meningkat. Meskipun RPJMN ini mulai mendorong partisipasi mereka dalam proses pembangunan di 

tingkat desa, dokumen ini belum dilengkapi dengan mekanisme konkret dan inklusif untuk 

pelaksanaannya. Selain itu, belum terdapat panduan yang jelas untuk menerjemahkan niat kebijakan 

ini ke dalam strategi implementasi yang komprehensif dan inklusif. 

Dalam RPJMN 2020ς2024, pemerintah mulai memberikan perhatian yang lebih besar terhadap 

peningkatan kualitas dan daya saing SDM, termasuk penyandang disabilitas dan lansia. Di luar jaminan 

sosial, kebijakan pada periode ini mulai mendukung pemberdayaan ekonomi melalui akses terhadap 

permodalan dan program pengembangan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas. Sementara 

itu, RPJMN 2025ς2029 mengartikulasikan pendekatan yang lebih komprehensif, dengan memberikan 

penekanan pada akses terhadap layanan dasar, peluang ekonomi, dan perlindungan sosial, serta 

partisipasi aktif penyandang disabilitas dan lansia dalam pembangunan. Perhatian khusus juga 



 

ˡ˪  
 

diberikan pada perluasan layanan kesehatan bagi lansia; hal ini menunjukkan kematangan kebijakan 

yang bergerak melampaui aspek perlindungan menuju inklusi yang bermakna. 

Sementara penyandang disabilitas dan lansia sering kali digolongkan bersama dalam berbagai 

dokumen RPJMN selama periode 2010ς2014 hingga 2025ς2029, pengaturan terhadap keduanya pada 

dasarnya diatur oleh kerangka regulasi di tingkat kabupaten/kota. Secara khusus, telah disusun 

berbagai regulasi untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas yang terpisah dari 

pengaturan bagi lansia. Regulasi tersebut antara lain adalah UU No. 8 Tahun 201611, Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 201912, dan Perpres No. 53 Tahun 202113. Rencana Aksi Nasional untuk 

Penyandang Disabilitas telah disusun, tetapi belum secara eksplisit dimasukkan ke dalam target awal 

dan akhir kebijakan nasional. Namun, implementasinya telah diperkuat oleh Peraturan Menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional No. 3 Tahun 202114. 

 

Tabel 2. Tinjauan Umum Peraturan Daerah dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas 

di Enam Provinsi 

 NTB NTT Kaltara Maluku Gorontalo Aceh 

Perlindungan 
dan 
pemenuhan 
hak 
penyandang 
disabilitas  

Perda 
No. 4 
Tahun 
2019a 

Perda No. 6 
Tahun 2022b 

Dalam 
proses 
penyusunan 

Perda No. 
5 Tahun 
2024c 

Perda No. 4 
Tahun 
2023d 

Telah disahkan, 
belum 
dipublikasikan 

Rencana aksi 
untuk 
penyandang 
disabilitas  

Tahap 
awal 
(kick off) 

Sudah 
disusun, 
menunggu 
tanda tangan 
pemerintah 

Tahap awal 
(kick off) 

Tahap 
awal (kick 
off) 

Tahap awal 
(kick off) 

Pergube No. 53 
Tahun 2023f 

 
Sumber: analisis tim peneliti 
atentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 
btentang Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 
ctentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 
dtentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 
eperaturan gubernur 
ftentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2024ς2029

 

 

11 tentang Penyandang Disabilitas. UU ini menjadi dasar hukum bagi pemda untuk menyusun perda atau pergub terkait hak-hak penyandang 

disabilitas. 
12 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 
13 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021ς2025. Peraturan ini mengatur Rencana Aksi Nasional untuk Penyandang Disabilitas 

melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia. 
14 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, 

Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan ini mencakup Rencana Aksi Nasional untuk Penyandang Disabilitas selama 

periode 2021ς2024 yang jelas, serta menguraikan pelaksanaan kebijakan di Indonesia yang lebih terstruktur dan inklusif. 

https://peraturan.bpk.go.id/Details/124396/perda-prov-nusa-tenggara-barat-no-4-tahun-201
https://peraturan.bpk.go.id/Details/124396/perda-prov-nusa-tenggara-barat-no-4-tahun-201
https://peraturan.bpk.go.id/Details/124396/perda-prov-nusa-tenggara-barat-no-4-tahun-201
https://peraturan.bpk.go.id/Details/124396/perda-prov-nusa-tenggara-barat-no-4-tahun-201
https://peraturan.bpk.go.id/Details/244981/perda-prov-nusa-tenggara-timur-no-6-tahun-202
https://peraturan.bpk.go.id/Details/244981/perda-prov-nusa-tenggara-timur-no-6-tahun-202
https://peraturan.bpk.go.id/Details/305608/perda-prov-maluku-no-5-tahun-2024
https://peraturan.bpk.go.id/Details/305608/perda-prov-maluku-no-5-tahun-2024
https://peraturan.bpk.go.id/Details/305608/perda-prov-maluku-no-5-tahun-2024
https://peraturan.bpk.go.id/Details/284446/perda-prov-gorontalo-no-4-tahun-2023
https://peraturan.bpk.go.id/Details/284446/perda-prov-gorontalo-no-4-tahun-2023
https://peraturan.bpk.go.id/Details/284446/perda-prov-gorontalo-no-4-tahun-2023
https://jdih.acehprov.go.id/dih/detail/7e24e6bc-8f07-471a-aeab-188ae92effa2
https://jdih.acehprov.go.id/dih/detail/7e24e6bc-8f07-471a-aeab-188ae92effa2























































































































